
a, bahwa untuk rnenduktmg peleksanaan kegiatan teknis
opcrasional dan/atau teknis penunjang pada perangkat
daerah dl IIngkungan pemerintah Kabupatcn Hulu Sungai
Tengah rllmungkinkan dibcntuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 20 16Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah sebagaimana telah diubah bebetapa kali
terakhir dcngan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pcrubahan Kedua AlaS Peraturan Daerah Nomor II
Tahun 20 16Tcntang Pembentukan dan SU8unan Perangkat
Daerah menyebutkan ketentuan Icbih lanjut mengenai
kedudukan, susunan organisaai, tugas dan fungsi, dan tata
kcrja UPTO ditctapkan dengan Peraturan Bupati:

c. banwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalnrn huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Pcraturan
Bupntl Hulu SUngai Tengah tentang Pembcntukan.
Susunan Organisasl, dan Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pcrlindungan Percmpuan dan Anak pada Dina.
Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pcmberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan ADak
Kabupatcn Hulu Sungai Tengah.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENOAH,

Menlmbang

TENTANG

PEMBEN'TUKAN. SUSUNAN ORGANlSASI. DAN TATA KERJA

UNIT PEl.AKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNOAN PEREMPUAN DAN ANAK
PAOA DINAS SOSIAL. PENoeNDALIAN PENOUOUK. KELUAROA BERENCANA,

PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN PERI,INDUNOAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN aUPATI HULU SUNGAI TENOAH

NOMOR ~, TAHUN 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



I. Undang - Undang Nemer 27 Tahun 1959 lentang penetapan
Undang - Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 lenlang
Pem""nlukan Oaerah Tingkat II di Ka1imantan) Sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 1820);

2. Unclang - Undang Nemer 5 Tahun 2014 Lentang Aparatur
Sipil Negara [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemennlahan Oaerah (Lembaran NegllT8 Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana lelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pernerintahan Daerah (l.ernbaran Ncgara Repubtik
Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5(79);

•. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemberan NegIlT8
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telab diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tabun 2019
tentang Pcrubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor L8
Tahun 20 l5 ientang Perangkat Daerab (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 NomoI' 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 'rahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerinlahan Oaerah (Lembaran NegllT8 RepubUk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
NegIlra Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 rentang
Pengelclean Keuangan Oarah (Lembaran NCgIlT8Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Ta.mbahon Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer (322);

7. Peraturan Mentcri Oalam Negeri Nomor 5 Tahtm 2017
ternang Pcdoman NomenkJatur Perangkat Oaerah Provinsi
dan Oaerah Kabupaten/Kota yang mclaksanakan F'ungsi
Penunjang Penyclenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
NegllT8Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menten Oalam Negen Nomor 99 tahun 2018
'en tang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 20 18
Nomor 1539);

Mensingal
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BABI

KETE:NTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiab Kabupaten Hulu Sungai Tengab;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggarapernerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah otonom;

3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyetenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

4. Dinas adalah Dlnas Sosial, Pengendaiian Penduduk, KeJuarga Berencana,
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatell
Hulu Sungai 1'engah;

6. Unit Peiaksana Teknis Daerah adalah un sur pelaksana teknis dinaa/badan
yang melaksanekan kegiatan teknis operasional dan!atau kegiatan teknis
penunjeng tertentu;

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS1,O,\N TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKN1S
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
D1NAS SOSIAL, PENGE:NDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PE:MBE:RDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGANANAl<KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH.

Mcnetapkan

MEMUTUSKAN

Surat Oubemur Kalimantan Selatan Nomor
06l/01209/0RG Tanggal 14 Oktober 2020 hal Hasil
Konsujtasi Tertulis Pcmbentukan Unit Pefaksana Teknis
Daerab (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Memperhatikan

9. Peraturan Daerab Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1]
Tahun 2016 Tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
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•
7. Unil .Pelaksru:'8 Teknis Dacrah Perlindungan Perempuan dan Anak yang

..,Iaruulnyo d.sebul UPTD PPA adolah unsur pclakS8na teknla Dinas Soaia!
Pengendalian Penduduk, Kcluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan do~
Pcrllndungan Anak yang meluksanakan kegiatan leknls operaslonaltertentu
dlbidang Perllndungan Perernpuan dan Anak;

8. Kopala UP'I'D adaltlh Kepnln Unit Pclaksana Teknis Dllorllh Perlindungan
Perernpunn don Anak;

9. J<clompok Jabatan Pungslonol adateh kelompok jnbaUln rungslonal padn
UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak yang dibentuk sesuai dengsn
peraturan pcrundang-undongan yang berlaku;

10. Anak adalah seseorong yang belum berusia 18 (dclapan belas) tahun,
termnsuk anak yang moslh dalam kandungan;

1J. Perlludungan Anak adalnh segula kegiatan untuk mcnjnmln dan meUndungi
an ak dan hak-haknya agar <lapat hid up, tumbuh, berkcmbang, dan
bcrpurttslpas! secara optimal scsunt dcngan harkat den rnartabat manusia,
sertn mendapat perllndungnn dad kekcrasan dan dlskriminasl;

12. Perllndungan perernpunn ndalnh segnla upaya yang dit\.\iukar, untuk
mcUndungi perernpuan don mcmberikan rasa oman dalam pemcnuhan hak­
hoknyo dengan memberlkon pcrhntinn konsiaten dan aistemntis yang
dil\.\iukan untuk mencapai kcscltU'Wlngender;

13. Perllndungnn khU8US nnnk adl\loh euaeu bentuk pcrlindungan yang diterima
oleh anak dalom situosi dun kondlsl tertentu uruuk mendnpatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membohayakan dlrl dan jiwa dalom
tumbuh kembangnya;

14. Kekerasan adalah seuep pcrbuutan yang tidak rncnyenangkan dan atau
rneluwan hukurn yang berokibal timbulnya keseugsaraan dan atou
penderitaan secara roslk, sekSUIII, mental, psikologis terrnasuk penelantaran
dan perlakuan buruk yang mengancam dan atau membnhayakan bagi jiwa
dan raga serta merendahkan martabat;

15. Diakriminasi adalah setiap pcrbedaan, pclccehan aUlu pcngucilan yang secaro
langsung atau tidak langsung dldasarkan perbedoon pndo manusia atas dasar
suku, agama, ras, gctongan, status aostat, ekonornl, jenis kelnmin, keyakinan,
polltlk, status hukum OO(.k, kondis rosik dan atau mental y,"ng berakibnt
pcngurnngan, penylmpangan, OUlUpenghapusan, pengakuan, pelakscnaan
atau penggunaan hak astlsl manusiu dan kebebnsau dnlnm kehidupan baik
Indivldu maupun koleklif dalnm bidang politik, ckonoml, hukum, 8Os;(11
budaya dan aspek kehldupan Illinnya;

16. Pcnampungsn Sementara adalah tempat pcrUndungan bogi korbon kekerasan
Icrhadap pcrcmpuan don onnk yang tidak bisa pulang ke rumah, bisa berupn
shelter atau rumah amon.



(2) Untuk melaksanakan (uga ••• bagaimana dimaksud pada ayal (I), UPTD PPA
mempunyai fungsi :
a, Penyusunan program, koordinasi, pcmbinaan. pengarumn, pengendalian,

dan pcngawasan pcJaksanaan Jayanan pcngaduan masyarakat;
b. Penyusunan program, koordinaei, pembinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pcngnwasan pelaksanaa» layanan peniangkauan kasue:
c. Pcnyusunan program, koordlnasi, pernbinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan pelnkeanaen layanan pengelolaan kusus:
d. Penyusunan program. koordinasi, pcmbinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan pelakaanaan layanan penampungan semen tara;
e. Pcnyusunan program. koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian.

dan pengawasan pelaksanaan layanan mediasi;
r. Penyusunan program. koordinnsi, pcmbinaan, pengaturan, pengendaJian,

dan pengawasan pelaksanaan layanan pendampingan korban;

Baglan Kctiga
'fuga. dan Fungsi

Pasal4

(I) Unit Pelaksana Teknis Daernh Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai
tugas meJaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya daJam
mc:mberikan tayanan bagi percrnpuan dan soak yang mengalarni masaJah
kekerasan, dlskrirninasi, pcrllndungan khusus dan masatah Iainnye.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal3

Unit Pelaksana Tekrris Daerah P(:rlinclungan Perernpuan dan Anak sebagaimana
dlmnksud dalam Pasal 2 rncrupukan unsur pelaksana teknie operasional pada
Dinas Sosial, Pengcndalian Pcnduduk, Keluarga aerencona, Pemberdayaan
perempuan dan Perlindungnn Anak yang bcrkedudukan d! dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dit13S.

BAB II

PEMBENTUKAN. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK. DAN FUNGSI

Bagien KC,."IU

Pcrnbcrnukan

P"... 12
Oe'\gnn Pcraturan Bupat! illl dlbcrnuk Unit Pclaksana Tcknis Daerah Perlindungan
Pcrcmpuan dan Anak Kclns B pada Dinas Sosial, Pengendahan Penduduk,
Kcluurga Bcrencana, Pernberdayaan percmpuan dan Perllndungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Tcugnh.
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Pasal6
(I) KepaJa UPTO PPA sebagaimana dimak:sud dalam pa.saI 5 ayat II) huruf a.

rne.mpunyai rugas untuk memimpin. mengkoordinasikan dan mengenda1ilmn
UPTOdalam menyelenggarakan Iayanan pcrlindungan bagj penompuan dan
anal< yang meogalami masalah kck=san. diskriminasi. pertindungan khusus
dan masalah-masalah lainnya.

BAB III
SUSUNANORGANlSASI

PasaJS

II) Susunan organisasi UPT'D PPAKola. B rerdiridari:
a. Kopala UPT'D;
b. Pelaksana; dan
c. KelompokJabatan FUng.ionaI.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTOPPA sebagaimana dimaksud peda ayat (I)
tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,

&- Menyusunan prosram. mengkoordinasikan. membina, mengarur,
mengendalikan. dan mengawasi pelaksanaan layanan ..vulcan lanjutan
lintas kabupaton/kota;

h. Membina,..mengarur, dan mengendalikan kegiatan ketatausebaan; dan

i. Mclaksa..,akan 1Uga' lain &csua; bidang rugas dan tafl88Ungjawabnya.

membina, mengawr.
Iayanan penampungan

d. Mm}l'llsunan program.. mcngkoorrlinasikan.
mengemlalikan, dan mengawasi pelaksanaan
sementara;

c. Menyusunan program, mengkoordinasikan, membina. mengatur,
mengendalikan, dan mengawasi pclaksanaan layanan mediasi;

r. Menyusunan program, mengkocrdinasikan, mernbina, mengatur,
mengendah"kan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pendampingan
koTban;

mengatur,
pengaduan

8. ~Ien)-usunan program. mengkccrdinasikan, membina,
mengendalikan, don mengawasi pelaksanaan I~anan
masyaraknt;

b. Menyusunan program, mengkoordinasikan, membina. mengarur,
mengendalikan, dan menga"'asj pelaksanaan layanan penjang)cauan kasus;

c. ~1en)-usUDan program. meng.koominasikan, membina. me:ngatur,
mengendalikan, dan rncn.p\\--aslpelaksanaan Ia)oan&n pengclolaan kasus;

8

&- Penyusunan program. koordinasi. pembinaan, pengalUran. pengendalian,
dan pengawasan pelaksanaan iayanan rujulcan Ianjutan lintas
kabupaten/kota; dan

h. pembinaan, pengaruran. dan pengcndalian ketatausahun.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimak.ud pada ayat II), sebap.i berikut



,

BABIV

TATA l(ERJA

PaS818
(1) Kepela UPTO secera teknis operaslcnel maupun secara teknis administratif

bcrkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
dalam melaksanakan tugas pokoknya beekewajiban mcnyelonggarakan
koordinasi dcngan instanei terkait lainnya.

(2) Kepala UPTO dalam me1aksanakan tUgaSDya W1\iibmenerapkan prinsip
koordlnasi, Integrasl, alnkronlsasi, simplikasi, eflsiensi, dan efektifitas.

(3) Kepala UPTO wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang dlberikan oleh
pimpinan.

(4) Kcpala UPTO wajib menyampaikan laporan tentang pdakS81UlIUllUgasnya
secera berkuln dan sewakt\,L·waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui
bidang tckni •.nya.

Pasal7
(I) Kelompok Jabatan Fungsional mcmpunyai tugas dan fungsi $C$uai dengan

Jabatan F\Jn8-5ional masing.olasing bcrdasarkan f';rarumn Peruodang­
undangan yang berlaku.

(2) Kclompok -Jubatan Pungeional sebagaimana dimaksud pada ayat {I}, terdlri
atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungslonaJ )'Clng tcrbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bido.ng keahliannya.

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada eya, (21.
dipimpin don dikcordinaalkan oleh seorang tenega Jungslonel senior yang
ditetapkan olch Kepala Dinus dan bertanggungiawab kepada J(epala UPTO.

(4) Jumlah dan jenis Jaba,sn Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (21.
ditenrukan berdasarken kebutuhan dan beban keljn.

(5) -Jenis, jenjang, dan tl.lga~ meslng-rnaslng .Jabatan Fungsional sebagaimana
dimakeud pada ayat (2), di atur sesuai dengan ketenruan Peraruran Perundang­
undangan.
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(2) OaJam meJak8anakan tugns scbagalmana dimaksud pada ayar (1)Kopala UPTO
PPAmenyelcngsarakan fUngsi ;

a. Mengkoordillasikan dan rnengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan di UPTD;

b. MenYlIslIn program kerjn UPTD;

c. Menyusun rekomendasi hasil pengelclaan kasus:
d. Mcngc:vaJuasi basil ketja UPTD;

e. Membina dan meningknJkan kemampuan para pegawai dalnm Iingkugan
UPTDj

(, Mclaksanakan admil,iSlri\$l UPTD; dan

S. Melaksanakan rugas lain sesuai bidang tug8$ dan tanggUngjawabnya.



BABVl

PEMBIAYMN
Pasal 10

Pemblayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat
bersumber dan Anggaran Pendapatan dIU' Belonja Daerah dan launt sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dcnglln ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(I)

BABV
STANDARLAYANAN

Paoal9
DaJam melaksanakan tugas untuk mernberikan layanan kepada pcrempuan
dan anak yang mengaJami masalah, UPTD harus berpcdoman pada standar
layanan yang telah ditetapkan.

(2) Standar layanan seba,gaimana dimaksud pads ayat (I) dialur sesuai dengan
Ketentuan peeaturan Perundang·undangan.

8

(5) Kcpala UPTD wajib mengolah setiap lapcran yang diterima dan bawahan sene
mempcrgunakannya sebagai bahan pcrtimbangan lebih lanjut.

(5) Kcpala UPTD wajib melaksanakan sistem pcngendalian internal.
(1) Pengaturon mengenai jenis lapornn dan lata cera pcnyampaiannya

berpcdoman pada ketentuan pcrundang·undangan yang bertaku.

(8) Kepaln UPTD dalam melaksanakan lugas dan rung.inya dapat berkoordinasi
dengnn :

A. Pusa; Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan Iasilitas layanan
kesehatan lainnya;

b. Balni Pemasyarakatan;

c. Kcpolisinn Sektor, Kepolisian Resol't, Kcpolislen Daerah:
d. Kcjaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;

e. Pengndilan Negeri dan Pengadilan Tingg!;
r. Balai Pelayanan Penernpatan dan l>crlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BP3TKI);
g. Kantor Wilayah Kernenterian Agama;
h. Kantor \Vilayab Kememerian Hukum dan Hak Asa,si Manusia;

I. Lembaga Pembinaan Khusus Aoak;
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan

k. Institusi jainnya.



H KABUPATEN tlULU SUNOAI TENOAH

,'AIIUN '20'20 NOMOR

FAKJiMANSYAH

PENJABAT SEKRETARIS DAIl:RAH

I<ABUPATIl:N HVLU SUNOAI TBNOAH.

Dlundangkttn di Barnbal
pada lBnaaol ,e II •• ~b. ..0

D,telapkan dl : Barnbai

pada 1Qnaanl . , a ••
BVPATIIIULU SUNOAI TENOAH.

A~or seliul' oral'S mengemhuinyn, mcrncrintahknn pcngundungon Peraturnn
Bupat! Inl dcngan penclnllownnyn dnluru Beritn Doeroh Kubupnlen Hulu Sungei
Tcngah,

BAB VIII

KETETUAN PENUTUP

P."",I 1'2
Peruturun Bupali inl rnulni borlnku pudu tunggal dlundungkun,

g

BAB VII

ESELONERINO. PENOANOKATAN. DAN PEMBERHENTIAN

Pasal II

F;selonering. Pengangknlnn, don pembcrhentian Pejabal VPTD Perllndungan
Perempuan dan Anak aclalah :

n. Kepolo VP'rD Perfindungnn Perempuandon Anak Kclna B merupakan jnbntnn
eselon IV.b atau jabarnu pengnwns:

b. Pengangkatan, pemberhelltioll, don pcrnindahan poJ"bat don pegawa]
dllaksanakon sesual dengnn keientua» peraruran perundang-undangan.
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